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PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang
diadakan oleh Penyedia yang digunakan untuk memenuhi serta
mendapatkan segala sesuatu benda, baik benda bergerak maupun benda
tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pengguna barangmenjadi bagian terpenting didalam
pemenuhan kebutuhan setiap instansi pemerintahan. Pada pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa juga ditemui berbagai kendala yang dihadapi.

Seperti menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi, untuk itu Lembaga

Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) melalui katalog

elektronik (E-Catalogue) berupaya untuk menurunkan angka tindak pidana

korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari uraian
pembahasan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Katalog elektronik (E-Catalogue) sebagai salah satu program
pemerintah yang berkerjasama dengan Lembaga Kebijakan
Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) dalam upaya
menurunkan angka tindak pidana korupsi sudah efektif, hal ini karena
katalog elektronik (E-Catalogue) memuat informasi berupa daftar,
jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),
produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI),
produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi
lainnya terkait barang dan jasa. Penggunaan katalog elektronik (E-
Catalogue) juga mampu mengatasi titik kritis pengadaan seperti mark
up dan saat ini pelaksanaan katalog elektronik (E-Catalogue)
dijadikan sebagai standard harga sehingga harga tidak bisa

dipermainkan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa implementasi
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katalog elektronik (E-Catalogue) pada perkembangannya dapat
dikatakan efektif untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi,
karena tindak pidana korupsi yang sering dijumpai pada proses
Pengadaan Barang dan Jasa terjadi diluar E-Purchasing seperti tender
atau penunjukkan langsung.

Faktanya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(LKPP) masih menemukan beberapa kendala baik internal maupun
eksternal yang dihadapinya, seperti: Kendala internal yang dihadapi
oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(LKPP) adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
pengelolaan Katalog Elektronik. Kendala eksternal yang dihadapi
oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(LKPP) adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP). Pengawasan yang lemah terhadap
pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, menimbulkan celah
terjadinya tindak pidana korupsi.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatan
pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa,
seperti melalui upaya represif, meliputi: sanksi sanksi digugurkan
dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, Sanksi Daftar Hitam,
sanksi ganti kerugian, dan sanksi denda. Kedua, upaya Yyang
dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (LKPP) adalah dengan meningkatan kualitas pengawasan
oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), terhadap
pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Ketiga, upaya untuk
menurunkan angka tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang
dan Jasa idealnya dimulai dari intern birokrasi itu sendiri, Keempat,
melalui public awarenes yang maksimal bagi masyarakat, dan upaya
lainya untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi yaitu dengan

menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bermoral yang
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menjamin perwujudan penegakan supremasi hukum dan hak asasi
manusia berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum serta
upaya lain yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan praktik-praktik
pengadaan dengan cara, memberikan pemahaman pasar dengan baik
dapat mencegah tindak kecurangan karena sesuatu yang di luar
standar perilaku akan lebih mudah terlihat dengan daftar penyedia
yang telah disetujui dapat membantu membangun hubungan
kepercayaan dengan penyedia dan menghindari pihak-pihak yang
berbuat curang (penyedia fiktif) dan memiliki hubungan yang erat
dengan orang-orang yang mengelola dan menjalankan perusahaan
penyedia dapat mengurangi kecurangan, walaupun berisiko
membangun kolusi. Untuk mengatasi kendala kurangnya Sumber
Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Katalog Elektronik,
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
berusaha meningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM)
dalam proses pngadaan barang atau jasa untuk mendukung tercapaian
pengadaan barang atau jasa yang akuntabel, tertib, efektif, efisien dan

transparan.

B. Saran

1.

Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(LKPP)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
supaya mampu memahami mengenai pengelolaan katalog elektronik
(E-Catalogue) sehingga pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
melalui katalog elektronik (E-Catalogue) menjadi  efektif.
Melakukan sosialisasi atau workshop kepada setiap Kementerian,
Lembaga, Instansi, Pemerintah daerah, dan lain sebagainya untuk
merealisasikan program pemerintah dalam upaya mewujudkan

pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dan pemerintah yang
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baik (Good Governance) dengan melaksanakan Pengadaan Barang
dan Jasa melalui katalog elektronik (E-Catalogue) untuk menekan
angka tindak pidana korupsi atau bahkan menghapuskan upaya
tindak pidana korupsi. Meningkatkan peran pengawas internal
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat

Jendral dalam mengawal pengadaan barang atau jasa.

Bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia

Meningkatkan pengawasan baik secara internal birokrasi itu
sendiri dan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikemudianhari mendapati ada
potensi tindak pidana korupsi dapat segera melaporkan kepada
Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti. Meningkatkan
kualitas Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP), terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga

peluang terjadinya tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.

Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi
Pengadaan Barang dan Jasa melalui atalog elektronik (E-Catalogue)
dengan cara mempermudah akses masyarakat dalam mengawasi
pelaksaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui katalog elektronik (E-
Catalogue), sehingga masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan

secara eksternal.
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